
BUPATI KONAWE SELATAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR 6o TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 11

TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN TATA CARA PEMBERIAN

TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

a. bahwa dalam rangka untuk mempersiapkan kader-

kader pemerintahan yang memiliki kompetensi

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan,

dibutuhkan upaya peningkatan pengetahuan,

keterampilan dan kepribadian bagi Pegawai Negeri Sipil;

.b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28

Tahun 2O2l tentang Pengembangan Kompetensi bagi

Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikar perlu

menetapkan ketentuan dan tata cara pemberian tugas

belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11

Talrun 2024 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian

T\rgas Belajar bagr Pegawai Negeri Sipil Lingkup

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih

memerlukan penyempurnaan sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan peraturan Bupati Konawe Selatan tentang

Ketentuan Tata Cara Pemberian Trrgas Belajar bagi



Mengingat

-.)

Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatal.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi

Sulawesi Tenggara (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undalg Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaiamana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O1);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undalg-Undang Nomor 1 Tahun 2422 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nornor 4, Tambahan l,embaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2C.23 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor l4L, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tenlang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor I I Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

64771;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor l2O tahun 2Ol8 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pemebentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun

2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe

Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe

Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun

2022 Nomor 4l;
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Menetapkal

MEMUTUSI(AN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE

SELATAN NOMOR Il TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN

TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI

NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN

KONAWE SELATAN

Pasal I

Ketentua-n dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Konawe

Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Ketentuan Tata

Cara Pemberian T\rgas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil

Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor 11)

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah

ditetapkan sebagai Tugas Belajar Meninggalkan Tugas

dapat diberikan melalui dana APBD, APBN, Bantuan

Luar Negeri ataupun dari t embaga Swasta Lainnya

(Sponsor).

(2) Besarnya biaya pendidikan dan biaya hidup yang

didanai oleh APBD disesuaikan pada kemampuan APBD

setiap tahun anggaran.

(3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pendidikan

dengan status T\rgas Belajar meninggalkan tugas

dan/atau tidak meninggalkan tugas dapat diberikan

bantuan sesuai kemampuan keuangan daerah pada

saat penyelesaian tugas akhir perkuliahan sesuai

kebijaksanaan yang ditetapkan dalam APBD setiap

tahun anggaran.

( ) Bagi instansi yang mendapatkan dana untuk biaya

peningkatan sumber daya malusia baik berasal dari

APBD/APBN dan Bantuan Luar Negeri (dana hibah dan

lain) wajib melaporkan kepada Bupati Konawe Selatan.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Selatan.

Ditetapkan di Andoolo

I Au,, 2024

K SELATAN

I .AEAG HUXUT

DIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo

pada tanggal I -luu 2024

SEKRETARIS DAERAH

KONAWE SELATAN,

BERTTA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 66)
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